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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, 
bahwa Rumah Sakit Stella Makassar belum melaksanakan jaminan sosial 
ketenagakerjaan bagi pekerja waktu tertentu seperti yang diatur dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-150/MEN/1999 tentang 
Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja 
Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 13, bahwa 
pengusaha yang mempekerjakan pekerja perjanjian kerja waktu tertentu selama 
3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih, wajib mengikut sertakannya dalam 
Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, kemudian pekerja perjanjian kerja waktu 
tertentu yang bekerja kurang dari tiga (3) bulan tetap harus diikutsertakan 
menjadi peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala SDM Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar, bahwa 
pekerja PKWT minimal berhak didaftarkan untuk menjadi peserta dalam 
program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian oleh pemberi kerja 
agar membantu dalam menanggulangi resiko-resiko yang mungkin dapat terjadi 








 Pihak Rumah Sakit Stella Maris Makassar supaya mendaftarkan para 
pekerja perjanjian kerja waktu tertentu kepada Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Hal ini juga merupakan misi dari 
rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesejahteraan karyawan dan 
kinerjanya. 
Bagi pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Cabang Makassar dan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, supaya menjalankan 
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